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PEMBAHASAN

DPS sudah dirilis KPU, yaitu 187 juta, 185 juta pemilih dalam negeri, 2 juta pemilih di luar negeri. Ada
beberapa masalah, klaim koalisi Prabowo-Sandi 25 juta data tidak akurat. Data dari KPU menyatakan ada
sekitar 2 juta ke bawah data yang tidak akurat. Sampai saat ini masih dilakukan perbaikan. Bawaslu
menemukan data ganda. Sebanyak 8 juta data ganda juga dikemukakan oleh koalisi Prabowo-Sandi.
Masyarakat harus masuk ke DPT sebagai salah satu hak seluruh warga negara.

Fadel Basrianto

Persoalan DPT selalu ada di setiap pemilihan umum. DPT menjamin hak individu sebagai warga negara,
namun juga rawan manipulasi. Menurut Fadel, ada persoalan ego sektoral antara penyelenggara pemilu dan
Kemendagri sebagai penyedia data. Kedua pihak seolah saling lempar bola sehingga permasalahan tidak
selesai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Pertama, pemanfaatan penggunaan e-KTP masih belum
maksimal. Kedua, pencocokan petugas pemilih yang dilakukan oleh petugas KPU sangat tidak masuk akal
mengingat petugas harus menemukan orang yang didatangi. Jika tidak ditemukan, maka orang yang
bersangkutan tidak dimasukkan dalam daftar pemilih di wilayah tertentu. Hal ini bermasalah karena sifat
masyarakat saat ini sangat mobile. Contoh: mendatangi masyarakat ketika jam kerja di daerah Depok.
Validasi data dilakukan secara kaku. Fadel merekomendasikan bahwa KPU dan Kemendagri berhenti saling
menyalahkan dan lempar bola, segera duduk untuk diskusi pada level atas sampai level bawah (RT-RW).

Moderator

Ketertiban administrasi dari masyarakat kurang. Dahulu sempat muncul wacana 1 kartu untuk segala
urusan, NPWP, dll. Apakah solusi semacam ini bisa dipakai?

Fadel

e-KTP bisa jadi solusi, namun data tunggal belum dapat dikelola secara maksimal. Dalam hal ini Kemendagri
harus melakukan integrasi data-data tersebut ke dalam plafon yang lebih massif.

Moderator
Banyak data ganda, bagaimana pendapat Pak Lisman?
Lisman Hasibuan

Pemilih khususnya di daerah pantai di daerah gunung masih terdaftar sebagai pemilih walaupun sudah
meninggal. Padahal, dana yang disediakan oleh pemerintah untuk proses pemilihan umum ini tidak sedikit.
Sosialisasi pemerintah juga masih sangat kurang untuk menyentuh daerah-daerah remoute. Keadaan ini
mengindikasikan bahwa data yang dimiliki oleh pemerintah tidak update dan hanya copy paste dari tahun-
tahun sebelumnya.

Pesta demokrasi bukan untuk kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan politik saja. Tahun 2019 tahun
yang carut marut. Semua pihak saling lempar dan tidak ada solusi. Masyarakat yang di bawah dan tidak
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mengetahui sosialisasi pemilu masih bingung, apalagi masyarakat yang tidak memiliki e-KTP. Kalau
pemerintah serius, harusnya pemerintah turun sampai level paling bawah. Fungsi e-KTP juga dirasa justru
merugikan negara dan masyarakat. Keberadaan e-KTP tidak bisa dikendalikan keasliannya.

Moderator

Sistem dan panitia KPU juga sudah oke. Bagaimana menurut Pak Lisman? Sistem tersebut sudah
menjangkau?

Lisman Hasibuan

Mendagri dan KPU hanya berbicara tentang teknologi, bukan tentang cara bagaimana tata cara memilih.
Seharusnya mereka datang sampai ke forum-forum bawah. Diperlukan mitra untuk kerjasama dan media
agar dapat menyentuh level bawah masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, maka akan muncul pemilih-
pemilih apatis sehingga pesta demokrasi yang sudah dipersiapkan oleh negara akan terlewat sia-sia.

Moderator
Bagaimana dengan kinerja KPU terkait data ganda?
Fadel

Kapasitas relawan untuk mencocokkan data itu terbatas. Terbatas anggaran dalam penerjunan relawan
terbatas, sehingga daya jangkau juga terbatas, tidak ideal. Kedua terkait mobilitas masyarakat yang tinggi,
yang dianggap tidak berdomisili di suatu lokasi. Selanjutnya terkait updating data kematian dan kelahiran
yang tidak langsung diupdate oleh masyarakat. Sistem yang modern tanpa diimbangi data yang tidak update
tidak akan ada gunanya, tidak dapat menjangkau output yang kita inginkan.

Lisman

Pemilih pemula harus yang aktif ke TPS. Pemerintah sudah melakukan penggalangan pemilih pemuda,
melalui berbagai event, seperti saat momen Asian Games. Pemilih pemula sebenarnya lebih antusias
daripada pemilih bukan pemula. Pemilih pemula juga lebih aktif di media sosial.

Masinton Pasaribu

DPT juga sempat muncul di pemilu 2009, bahkan sampai Komnas HAM pernah mengeluarkan rekomendasi
karena banyak masyarakat yang tidak bisa memilih. Ada masyarakat yang belum layak memilih namun
sudah diperbolehkan untuk memilih.

Jumlah pemilih yang berubah-ubah bukan datang dari KPU, namun datang dari Capres Prabowo-Sandi.
Jumlah berubah-ubah menunjukkan bahwa kredibilitas data mereka kurang dapat dipercaya. Ada semcam
motif politik di balik penyampaian data tersebut.

KPU harus terus bekerja profesional, pemilu diharapkan berlangsung profesional, tanpa penghilangan atau
penggandaan hak masyarakat. Hak pilih maupun tidak memilih dilindungi oleh UU. Peran KPU agar setiap
pemilu harus meningkatkan kualitas penyelenggaraannya. Kualitas penyelenggaraan yang baik akan
meningkatkan kualitas pemilih yang nantinya terpilih. Kita harus belajar dari pemilu 2009, jangan jadikan
DPT sebagai alat degradasi kualitas penyelenggaraan pemilu, hilangkan motif politik di balik isu DPT, dan
KPU melakukan penyisiran DPT secara benar dan profesional sehingga kualitas penyelenggaraan terjamin.

Moderator
PDIP melakukan penyisiran data yang serupa?
Masinton

Setiap ada momen pemilihan umum, PDIP melakukan sinkronisasi dari DPS. Total berapa DPT ganda belum
didapatkan namun tidak seperti yang diungkapkan kubu sebelah. Memang ada ditemukan ada perpindahan
penduduk dan penduduk yang meninggal. Penyisiran yang dilakukan tidak menemukan dalam jumlah yang
besar. Setiap partai pasti melakukan hal yang sama karena adanya kepentingan partai di dalamnya.
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Arif, KTP tercecer apakah masih mungkin disalahgunakan? Kasus KTP ganda pernah ditemukan dalam
penelitian?

Fadel, KTP tercecer belum ditemukan dalam penelitian, tapi kalau dari pemberitaan sangat rawan sekali
untuk disalahgunakan. Jika TPS setempat tidak paham terkait data ganda ini, maka akan memungkinkan
pemilih ganda. KPPS tidak dapat memverifikasi secara valid, karena tidak ada panduan yang jelas. Sistem
yang lebih canggih memungkinkan mengatasi masalah data ganda/penyalahgunaan KTP. Usulan KPU agar
mengembangkan platform yang lebih canggih untuk atasi adanya data ganda.

Yossa, Permasalahan DPT harusnya bukan tentang DPT ganda saja, namun bagaimana solusi untuk
masyarakat yang tidak memiliki e-KTP. Jika e-KTP menjadi solusi sebagai rancangan awal dahuly,
persyaratan e-KTP bukan solusi, tapi justru memunculkan permasalahan lain. Kelompok disabilitas dan
waria bahkan tidak memiliki e-KTP karena mereka kelompok minoritas. Harusnya penyelenggara pemilu
memikirkan kembali e-KTP sebagai dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Adinda, Pemutakhiran data pemilih bukan masalah baru. Apa yang dilakukan oleh teman-teman peduli
pemilu bersih? Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat sipil bisa memberikan masukan tidak disaat-saat
terakhir?

Lisman, Persiapan pemutakhiran data pemilu harusnya dilakukan 1 bulan sebelumnya, bukan 1 minggu
sebelum hari pemilihan umum. Untuk data ganda, biasanya jika diketahui akan dicoret dari daftar pemilih.

Arif, Data kubu Prabowo-Sandi menggelembung. Ada tiga aspek yang ditanyakan, nama, nik, dan tanggal
lahir. Apakah tidak ada solusi terkait masalah ini? Di LN rapi, kita?

Lisman, Perbedaan data DPT yang berbeda-beda membingungkan masyarakat. Bawaslu harus tegas
menghadapi beberapa permasalahan yang muncul.

Fadel, 1dealnya satu e-KTP satu identitas, tidak ada data ganda. Parpol dan masyarakat harus secara aktif
melakukan re-check dan saling memvalidasi. KPU harus menetapkan data pemilih secara independen.

Masinton, Anggara pemilu sangat besar 2.4 T untuk 514 kab/kota. KPU sudah meminta bantuan Disdukcapil
untuk membuka data kependudukan. Indonesia masih memiliki masalah data kependudukan yang belum
selesai. Masalah administrasi kerap dianggap enteng oleh negara kita, padahal itu sangat penting. Yang dapat
dilakukan pertama kali adalah menyelesaikan masalah data administrasi. Yang dapat dilakukan adalah
melakukan pembenahan data administrasi, misalnya dengan mencontoh administrasi bank.
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